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.

FRESIDEN REFUBLIK INDONESLA,

babwa dalam rangka pelaksanaan pombanpunan
manusia |ndonesia seuluhnya diperlukan  adanya
pelindungan  kKesehalan bagl  seluruh  masyarakat
[mdonesia yang cersebar di berbagan pulau besar
maupun kecil yang tcrletak pacda posisi yang sangat
strategis  ¢an  berada  pada julur peordagangan
internasional, yang berperan penting dalam lalu iintas
vrang dan barang;

bahwa kermajuan tcknology iransportasi dan  era
perdagangan  hebas dapat berisike  menimbulkan
gangguan kesehatan dan penyakil baru atau penyakit
jatha yaog muncul kembal dengan penychbaran vang
lehih cepal dan berpotensi memmbulkan kedaruratan
Resehalan masyarakal, sehingga menuntur adanva
upaya ccgab Langkal penyakit dan [aklor nisiko
keschatan  vang komprehensf daon lerkoordinast,
serta membutubkean sumber daya, peran  scrta
masyarakat, dan kerja sama intcrnasional;

bahwa scbagai bagian dari  masvarakat  dunia,
Indonesia berkomitmen melakukan  upaya untuk
mencegah terjadinya  kedacuralan kcschatan
masvarakat yaog mercsahkan cdunia scbapaimana
yany dismanatkan dalum regulasi internasional di
bidang keschatan, dan dalam melaksanakan amanat
ini  Indoncsia  harus  menghormali sepenuhnya
maitabat, hak asasi manisia, dasar-dazar kebebasan
ICECOrang, dan pomerapannya sccard universal;

d. bahwa . . .
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d. babhwa Undeng-Undang Nomer 1 Tahun 1942 tentang
Karantina Laut dan Undang-Undang Numor 2 Tahun
1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesoai lagi
dengan  perkembrangsan, tuntutan, dan kelbutuban
hukurm dalam masyarakaf, sechingea perlu dicabut
dan dipanti dengan undang-undang  yvang  baru
mengenal Rekarantinaan keseharan;

€. bhahwa berdasarkan  pertimhangan scbagaimana
Jdimaksud dalam hurul a, harul b, huraf e, dan
hural d, perlu membentuk Undang-Undang tentanp
Kekarantinaan Kesehatan;

Fasal 5 ayat [1), Pasal 20, Pasal 28 H avat (1), Pasal 34
ayat (3] Undang-Undang Dasar Nepara Repuhblik
Indonesia Tahun 1945,

Crengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONES[A
dan

PREZIDEM REFPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

UNDANG-TUINTrANG TENTANG KEKAFANTINAAN
EESEHATAN,

BABT. ..
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Pasal 1

Dulam Undang-Uncang ini yvang dimaksurl denpan;

1.

Kekarantingen Heschatan adalah upaya mencegah
dan menangkal keluar atau masuknys  penyakit
danjatau faklor risiko kesehatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan  kedaruratan  keschaton
masyarakat.

Kedaruratan Hesehatan Mesvarakat adalah kejadian
keschatan masvarakat vang  bersifat Tuar  biasa
dengen  ditandal  penyebaran  penyakit  menular
danfatan kejadian yang dischbabkan oleh  radiasi
nuklit, penccmaran  biolog, kontaminasi  kimia,
bioterorismoe, dan pangan vang menimbulktan bahaya
kesehalan dan berpotensi menyebar lintas wilayah
dgtau llntaz negara.

Fintu Masuk adalah rempat masuk dan keluarnya
alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbeniek
pelabuhan, bandar udara, mavpun pos lintas batas
daral negara.

Alat Anghwt adalah kapal, pesawat udara, dan
kendaraan darat yang digunakan dalam melakuban
perialanan  scsuay dengan  ketentuan  peraturan
perundang undangan,

Barang adalah produk nvata, hewan, tumbuban, dan
jenazgah atau abu jenazah yang dibawa danfatau
dikirim nelalui perjalanan, termasuk benda/alal yang
digunakan dalarm Alal Anghkut.

. Rarantina . . .
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Karanuna adalah pembatasan kegiatan  dan/atau
pemisahan sescorang yang terpapar penyakit menular
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undatgan meskipun  belum menunjukkan  ecjala
apapun alau sedanp berada dalam masa inkubasi,
dan/atau pemisahan pett kemas, Alat Angkut, atau
Barang apapun yang diduga terkontaminas  dar
nrang dan/atau Barang vang mengandung penycbab
pentyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk
mencegaly  kemungkinan  penyebaran ke  orang
dan/atau Barang di zekitarnya.

[aolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat
vang dilakukan di fasilitas pelayanan  keszehatan
untuk mendapatkan pengohatan dan perawatan.
Karanlina Humah adulsh pembatasan  penghuni
dalam suatl rumah bescrta isinya yang diduga
terinfekst penyakit danfatau terknntaminasi
sedermikian rupa untuk  mencegah  kemungkinan
ponyebaran penyakit atau kontaminasi

Koarantina  Humah  Bakit adalah  pembatasan
scecarang dalam rumab sakit yang didupa terinfeksi
penvakit danfatau terkontaminasi scdemikian rapn
uniyk mencegah kemungkinan penvebaran peonyakit
atau kontaminasi.

Karanting Wilayah adalah pembatasan penduduk
dalam suatue wilayah termasul wilavah Pinte Masuk
beserta iwinya wvang didupa terinfeksi  penyakit
dan/fatan  tcrkontaminasl  sedemikian rups  untuk
mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atan
ko laminast.

Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  adalah
pembatasan kegiatan tertento penduduk dalam sualu
wilayah yuny diduga tecinfeksi ponvakit dun/atsu
terkontaminasi scdemikian rupa untuk mencegsh
kemungkinan peryebaran penyakit atau kontaminas,

12, Status .. .
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Slatus Karanting adalah keadaan Alat Angloat, crang,
tdan Barang vang hbwerada di suatu tempat untuk
dilakulkan Kekarantinaan Keszehatan,

Zona Korantina adalah arca atan tempat tericniug
untuk dapal menyclenggarakan tindakan
Kekaranlinaan Kesehatan,

Perzetujuan  Karantina Keschatan adalah sorat
pornyataan yoang diberikan oleh pejabat karantina
kegehatan kepada penwnggung jawab Alar Anglout
yang berupa pernyalaan persetujuan hebas karantina
atau persetujuan karanting tecbatas,

kapal adalah kendaraan air dengan bentuk doan jemss
tertenty, yang digerakkan dengan tenaga angin,
tenaga mekanik, energi leinnya, ditarik atau ditunda
tcrmasuk kendaruan yang berdaya dukung dinamis,
kendurasn di bawab permukaan air, serta alat apung
dan bangunan terapung vang bidek berpindah-
pindah.

. Pesawat Udara adalsh sctiap mesin atauw alat vang

dapal terbang di aumosfer karena gays angkat dari
reaks: udara, tetapli bukan karcna reaksi tdars
terhadap pecmiatkasn bumi yang dipunakan untuk
penerbangan,

kendaraan Darat adalah suatu sarana angkut d
darat yang terdird atas kendaraan hermotor termasulk
ketidarasn yang hegjalan di atas rel Jan kendaraan
tidak bermetor,

Awak Kapal yang selanjuinya disebut Awak adalah
orang yang bekerja atau dipekenakan di atas Kapal
oleh pemilik atay operater Kapal untuk melakuken
tupas i alas Koapal zesusi denpan jabalannya vang
tercantuim dalam bukw =ijil,

i9. Personel . . .
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Persenel Pesawat Udara wang selanjuinya  disebut
Persone] adalah orang yang belerja atau dipekerjukan
di atas Pesawat Udara oleh pemilik atau gperalor
Pesawat Udara untuk melakukan lugas di atas
Pesawat Udara.

Nakhoda adalah salah seorang darn Awalc Kapal yang
menjadl pemimpin tertinggl ch Kapal dan mempunyai
wewenang dan tanpgung  jawab  lerlentu  sesoai
detean ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapten Pererbang adalah penerbang yanpg ditbgaskan
aleh perusahaan atay pemilik Pezawat Udara untuk
momimpin  penerbangan  dan  berlanggung  jawab
penuh  erhadap keselamatan pencrbangan selarma
pengoperasian Pesawar  Udara  sesual dongan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelabuhan adalah tempat yvane terdirl atas daratan
dan/atan perairan  dengan  batas-balas  tertentu
scbapal tempal kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan  yang dipergunakan  sebapal  rempat
Kapal Bersandar, naik turun penumpang, dan/atzul
bonpkar muat Barang, berupa lerminal dan tempat
berlabuh Kapal yang dilengkapl denpgan  lasilitas
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penunjang  pelabohan serta sebagal tempat
perpindahan intra dan antarmada transporkasi.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan danjarao
perairan deagan balas-batas tertentu yany digunakan
scbagai tempal Pesswar Udara mendarat dan lepas
landas, nak rurun penumpang,  bonpgkar muat
Barang, dan lempat  perpindahan intra  dan
antarrids  Iransportasi, yang dilengkap dengan
faailitax keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasiliras penunjang lainys.

24 Prs - ..
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Pus Lintas Batas Darat Mepgara adalah Pintu Masok
orang, Barang, dan Alal Angkut melalui darar linfas
negara.

Pengawusan  Rcokarantinaan  Keschatan — adalah
Lkegiatan pemeriksaan dokumen Karantina keschatan
dan laktor risiko keschatan masyarakat terhadap Alai
Angkill, erang, serta Barang oleb pejabal karantina
keschatan.

Faktor Risiko Keschatan Masyarakat adalah  hal,
keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi
kemungkinan timbulnya pengaruh burak terhadap
kesehatan masyarakat.

Terjangkil adalah kondisi seseorang yang menderita
prnvakit vang dapat menjadi sumber penular
penvakil yang berpotensi menyebabkan Kedaruralan
Kesehatan Masyarakat,

Terpapar adalah kondisi orang, Barang, atau Alat
Anghut yang tevpajan, terkontamingsi, dalam masa
inkubmasl, inseklasi, pestasi, ratisasi, termasuk Kimnia
tan radiasi.

Pejabar Karanting Keschatan adalah pegawal negeri
sipil yang bekerja di bidang keashatan yang diber
kewenangan oleh menleri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk
melakzanakan Keksrantinaan Kesehatan.

Dukumen Karantina Kesehatzmn adalah surac

keterangan keschatan yang dimibki  setiap  Abal
Angkut, orang, dan  Barang yang memenuhi
persyaratan baik nasional maupun internasional.

Setiap Orang adalah orang persecrangan dan/atau

badan, baik vang berbentuk hadan hukum maupuon
tidak berbadan hukunm.

32. Penwvidik . . .
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Penyvidik  Pegawsir Megeri Sipil kKekarantinaan
Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut PPNS
Kelarantingsn Kesehatat adulah pcjabat
pegawail negert sipil tertentu vang diberi wewenang
khusus nleh Undanpg-Undang imi untuk melakukan
penyidikan undak pidena di bidang Kekarsnlinadn
Kesehatan,

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang memegang kekussaan pemerintahan nepara
Republik loulonesia yang dibantu aleh Wakil Presiden
tdan mentert sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia ‘Tahun
1945,

FPemerintah Daerah adalab kepala daeroh sebagal
unsur  penyelenggara Pemeomintahan Dacrah yang
memimpin pelaksanaan urasan pemerintahas yang
menjads kewenunpan dacrah atonom.

Menleri adalah menteri vang  menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keschatan.

Fasal 2

Kelarantinaan Keschatan  diselenggarakan dengan
berasaskarn:

a.
kb
.
d.
e
I.
£

h.

perikcmanusiaan,
manfaal,

pelindungan;

keadilan;
ovondiskriminatil;
kepontingan ymum;
keter paduan;
kesadaran hukum; dan

kedaulalan negara.

Pasal 3, ..
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Pasal 3

Penvelengparaan Kebarantinaan Kesshatan  bertujuoare

untuk:

d. melindungl  masystakat dan penvakit  danatau
Fakior Risiko Kesehatan Masyarakal yang berpotensi
menimbulltan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

b. mencepah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor
Risziko Kesehatan Masyvarakat wvang  herpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehalan Masvarakar;

¢, meningkatkan ketahanan nasional di bidang
keschatan masyarakat; dan

d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi
musyarakat dan petupas keschatan,

EAB [I
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Pusal dan Pemerinigh Dacrah berianggung
jawab melindungi keschatan masyarakat dan penyakit
danfatau Faktor Risiko Kesehatan Wasyurakat yang
berpotcnst menimbulkan Kedararatan Keschatan
Masvaralat melatui  penyclenpgearasan Kekarantinaan
Keschatan.

Pasal 5

(1) Pemerintab Fusat berianpgung jawab
menyelengegarakan Kekarantinaan Kezehatan di Pito
Mazuk dan di wilayah secars torpadu.

2] Dalam . . .
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{2] Dalam wmenyelengegarakan Kelaranrinaan Keschatan
sebhagaimana dimaksud pada awat (1), Pemerintah
Fusyl dapat melibatkan Pemerintah Daerah.

Faszsal &

Femerintah Pusal dan Pemeriniah Daerah berlangpung
jawab  terhadap  ketersediznan  sumber  dava  vang
diperlukan  dalam  penyelengparaan  Kekarantinaan
Kesehatan.

BAB I
Hak AN KEWAJJIBAN

Pasal 7

Seliap OUrang mempunyal hak memperoleh perlakuan

yang sama dalam  ponyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal &

Hetiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan
keschatan dasar sesual kebutuhan mechs, kebutuhan

pangarl, dan kebutuhan kehidlupan schari-hari lainnya
selama Karantina.

Pazal 4

[1} Setiap Qrang  wajib mematuhi penyelenggaraan
Kekaranunaan Kesebalao.

(2] Setiap  Ovang  berkewajiban ikl serta dalam
penyelenpgaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pab IV ..
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BAD IV

KEDARURATAN KESLEHATAN MASYARAKAT

(L

[2)

13]

(4]

(1]

[}

Paszal 10

Pemerintahh Pusal menetapkan dan mencabut
Kedaruratan Keseharan Masyarakat.

Pemerintah  Pusat  menetapkan dan  mencabut
penetapan Pintu Masux denjatau wilayah di dalam
negeri yang  Terjanpkit  Kedaruratan  Keschatan
Masvarakat.

Bebelum menetapkean Kedaruratan  Kesehatan
Masvarakat, Pemerintah  Pusal  terlebih dahoulo
menctapkan jenis penyakit dan faklor nsiko yang
dapat merumbulkan Kedaruratan Kesehatan
Magvarakat.

Ketentuan lelsh lanjut mengenai tala cara penetapart
dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tlan ayat (2} diatur dengan Peraturan Pemerintah.

I*asal 11

Ponyelenggarasn  Kekarantinaan Kesehatan pada
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan
aleh  Pemerintalh Pusat sccara cepal dan  tepat
berdazarkan besarnya ANCAMATL efelktivitas,
dukungan sumber daya, dan cknik cperasiongl
dengan memperiimbangkan kedaulatan negara,
keamanan, ckonomi, sosial, dan budayva.
Penyelenggaraan Kekarantinasan Keszehatan
sebugaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat
Lerkoordinasi dan bekerja  sama  dengan  duma
intemasional.

(3} Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan lebih lunjul mengena; penanggulanpgan
Kedarvralan Keschatan Masyarakat diatar dengan
Peraluran Pemerintah.

Pusal 12

Dalam  hal  Kedarnaratan  Kesehatan  Magyarakat
merupakan  kejadian vang  mercsahkan  dunds,
Femerintah Pusat memberitabukan kepada pibak
internasional  sesval dengan  ketentwen hukum
nternasions)].

Pasal 13

(1] Pads kejadian Kedaruratan Keschatan Masyarakat
yang meresahkan duma, Pemenntah  Pusal
mclakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama
glengan ncgara l&in danjatau QFEETIISaEL
internasional,

() Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama scbagaimana
dimaksud pada  ayal (1) dilakukan untuk
mengidentifikasi penvebal, gejele dan tanda, laktor
vang mernpengaruhi, dan dampak yang ditimtalkan,
serta indakan vang harus dilakukan,

Pasal 14

{1] Dalam keadaan Kedaruraten Keschatan Masyarakal
yang merssahkan dunis, Pemenntah Pusal dapat
mengigpkan Karantina Wilavah di Pintu Masuk.

(2) Ketentuan  Iekih lanpul mengenai  lata cara
pclakzanaan Karantima Wilayah di Fintg  Masuk
schapaimany dimaksud pada svat (1) diatur dengan
Poratucan Pemerintal.

daB Vv .
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BAB V
KEKARANTINAAN KEREHATAN
DI PINTU MASUK DAN DI WILAYAH

Fazal 15

Kekarantinasn Heschatan i Pintu Masuk dan di

wilayah dilakukan melatai  kegiatan  pengamatan

penyakit dan Fakior Risiko Kesehatan Masyarakat
terhadap  Alat Anphkul, orang, Barang, dan/atau
lingkungan, serta respons terhadap  Kedaruratan

Kesehatan  Masyarakat dalam bentuk tindakan

Kekarantinaan Kesehatan.

Tindakan Kekaruntinean Kesehatan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1} berupa:

8. Rkorantina, lselasi, pemberian  vaksinasi  arau
profillaksis, ryjukan, disinfeksi, clan ) aran
dekontaminast werhadap orang sesusi indikasi;

tr. Pembalasan Sosial Berskala Besar;

c. disinfeksi, dekentaminasi, disinscksi, dan/fatau
deratizasi terhadap Alat Angkut dan Barang;
dan/atau

d. penyehatan, pengamanan, dan  pengendslian
terhadap media lingkungan,

Penvchatan,  pengamanan, dan pengcndalian

terhadap media lingkungan sebapaimana dimakesul

pada ayat {2 hurul d dilaksanakan sesusi dengan
ketentuan peraturan perutdeng-undangan.

Kelgntuan  lebibh lanjut mengensi  tindakan

Kckarantinapn Keschatan sebapsimana  dimalksod

pada ayat (2} diatur denpan Peraturan Menteri.

PPasal g . .,



o

o=

PREZIDEM
REPUILIA INDOMIS S

- 1d -
Pasal 1A

(1} Findakan Kekarantinaan Keschalan terhadap Alac
Angkut. orang, Barang, dan/atau  lingkungan
tlitelaphkan oleh Pelabat Karanting Kesehatan.

(2} Tindakan Hekarantinasn Keschatan sebapgaimana
dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan oleh Pejabat
Karantina Kesehatan,

{3] Tandakan Kekarantinaan Kesehatan tertentu dapat
dilakukan oleh hadan usaha atay nslansi yang
ditctapkan olel Menteri

(4] Dalam situasi Kedaruralan Kesehatan Masyarakat,
tindakan Kekarantinaan Kesehuaran  sebapaimana
dimaksud pada avat [1) dilaksanakan olch Pejabat
Karuntina Kesehatan.

io) [ralam pelaksanaan tindakan Kekarantinaan
Keschatan sebageimana dimaksud pada ayat (4),
Pejatyal Karantina Kesehatan harus  bevkoordinas
dengan pihak vang terkait.

Paszal 17

kelkarantinaan Kegehatlan di Petityl M ask
disclenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos
Linlus Batas Darat Nepara,

"asal 18

{1] Kehkarantinaan Kesehalan di wilavah diselenggarakan
di tempat alau lokasi yvang diduga Terjangkit penyakit
mentldar danfatau Terpapar Fakior Risike Kesehatan

Masyarakal yang dapat fmenimbulkan Kedaruratan
Kasehatsn Masyarakat.

(2} Peneniugn . . .
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(2) Pencntuan tempat ataw lokasi scbagaimana dimakesued

pada ayat {1] didasarkan pada hasil penyclidikan
epidemiologl dan/atauw penguwiian laborarorium,

{3} Tempat atav lokasi penyclenggaraan Kekarantinaan

Kesehatan di wilayah dapat berupa rumeh, area, dan
ruumah sakit.

BAB Vi

FEMYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

Bl PINTLD MASUEK

Bagian Kesatu
Pengawasan di Pelabuhan

Paragral 1
Kedlatangan Kapal

Pasal 19

[1} Setiap Kapal yang:

(]

(3]

4. datang dari luar negeri;

b. datatg duri Pelabuhan wilayah Tergangkit di
tlalam negeri; atau

e, mengatnbil grang dan/atay Darang dari Kapal
zebagaimana dimaksoud pada huruf a dan huraf b,

beroda dalam S4atus Karantina.

Makhoda pada Kapol sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] wzpnb membernkan Deklarasi Kesehatan

Maritim  [Maritime Decluration of Health] kepada

Priabat Karantina Keschatan pada ssat kedatangan

Kapal.

Nakhoda pada Kapal scbagaimana dimaksud pada

ayat (1] hanya dapat monurankan alay menaikkan

prang  dan/atag Barang  setelah dilakuken

Pengawasan Keksrantinaan Kesehatan oleh Pejabal

Karantina Kesehalan,

4] Pengawasan . . .
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(4) Pengawasan Kckaranringsn Kesehatan zsebagsimana

(3]

(]

dimaksud pada ayat (2} dilakukan untuk memperoteh

Peraelujuan Karantina Kesechatan.

Fersetujuan Karantina Kesechatan  sebagaimang

dimaksud pada avat (4] berupa:

a. perseiljudn bebas lkarantina, dalam hal tidak
ditermukan penyuakit dan/fatau fakior risiko yang
berpofensi menimnbulken Kedaruratan Keschatan
bMasvarakat danfatau Dokumen  Karantina
Keseharan dinyataken lengkap dan berlaky; dan

b, perselujuan karantinn  terbatas,  dalamm hal
ditemukan penyakit dan/atay lakter nisiko yang
berpotenal menimbulkan Kedaruratan Kcesehatan
Masyarakat danfatwu Diokumen  Karantina
Eeschatan dhinyatakan tidak lengkap dan tidak
berlaku.

Ketentuan  lebeh  lanjul mengenai tala  laksana

Pengawasan Kekarantinsan Keschatan di Pelabuhan

sebapaimana dimaksud pada ayat [3) diatur denpan

Peraturan Menderni,

Pasal 20

Kapal yang memperoleh persetujuan kurantina terbatas
schagaimana dimaksud dolam Pasad 19 ayat (5) hurad b
harus  dilukukan tindekan Kekarantinaan HKeschatan
danfatay  penerbitan atau petoharuan Dokumen
Karuntina Kesehalan,

Pagzal 2F . . .



FPRECIDEM
REPUGLIE INOOMESIA

ST -

Pasal 21

Makhoda menyampaiken permehonan vnituk memperoleh

Fersetujuan Karantina Kesehatan ataw momberitahukan

sualu keadaan di Kapal dengan memakai iayarat schagai
berikut:

=

1)

(2}

pada siang har berupa:

1. Bendera €}, yang berarti Kapal ssya =chat atau
sa¥a nunta Persetujuan Karantina Kesechatan;

2. Bendera @ di atas panyi pengpanti Kesall, yang
berarti Kapal saya tersangka; dan

3. Bendera @ di atas Bendera L, yang berartl Kapal
gaya Tetjangkit; dan

pada malam heri berupy lampu merah di atas lampu

putth denpan jarak naksimum 1,80 (satu koma

delapan  nof)  meter, yang  berarti saya  belum

mendapar Persctujuan Karaniina Keschatan.

Pasal 22

Jika dalam walkitu berlakunysa Persetujuan Keranlina
Kesehatan timbul sustu kematian atau penyakit vang
berpotensi  menimbulkan  Kedaruralan  Kesehatan
Masyarakal maka Persetujusn Karantina Keschatan
dapat dicabut dan dinyziakan tidak bherlaku.

Kapal yang Persenjjuan Rarantina  Keschatannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat [1] wajib menuju ke suatu Zona
Karaniina untuk mendapat undakan Kekarantineat
Keschatan.

Pasal 23, ..
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Fasal 23

(1) Kapal yang ticlak memalubi peraturan Kekarantinaan
Kroschatan ridak diberikan Persetwjuan Karantina
Kesehatan.

(2] Kapul sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
diperintahkan supaya berangkar lagi atas tanggungan
sendini dan tidak diberikan izin memasubko Pelabuhsn
lain di wilayah Indonesia.

(3] Kapal scbagaimana dimaksud pada ayac (1) diberikan
izin untuk mengambll bahan bakar, air, dan bahan

makanan di bawah pengawasan Pojabal Karantina
Hesehatan.

Pasal 24

Kekaraniinasn Keschatan terhadap kapal perang, kapal
nepara, dan kapal tamu negars digtur dengan Peraturan

Menteri berkoordinasi dengan menteri arau  lernbaga
terkait.

Paragraf 2
Keberangkatan Kapal

Pasal 2o

(1} Sebelum keberanpkaran  Kapul, MNakhoda wapb
melengkam  Dokumen Karantina RKesehalan yang
maaih berlaku.

(2} Sctelabh Delkumen Karantina Kesehatan zebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dinyatakan lengkap dan pada
pemeriksaan oleh Pejabat Karantina Keschatan tidak
diternukan  indikasi Faklor  Risiko Kesehatan
Masyarakal rmuka kepada Makhoda dapal diberikan
Surat Perselwuan Berlayar Karanlme Keschatan {Port
Health Quarantire Clearunee),

{3} dalam . ..
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(2} Dalam hal Kapal yang akan herangkat tidak
dilenghkapt  dengan Surat Persetyjuan Berlayar
Karantina Kesehatan (Hod Health  Quarantine
Clegrgrcel sebopaimana dimaksud pada ayat (2],
syahbandar dilarang menerbitkan surat persctujuan
bBerlavar.

FPasal 2/

(1} Apabila pada saat keberanghkaian Kapal ditemukarn
adanya Fakror Rigiko Keschatan Masyarakat maka
terhadap Kapal tersebul  dilakukan  tindakan
kekarantinaan Keschatan sebagaimana dimaksud
dalam "asal 15 ayat [2].

(2} Untuk  Pelabuhan  yang  Gdek  memungkinkan
dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehalan maka
harus dilakukan di Pelabuhan tajuan berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan di Bandar Udara

Faragral |
Kedatanyan Pesawat Udars

Pasual 27

Hetiap Pesawar Udara vang datang dari luar negeri
berada dalam Pengawazan Kekarantinaan Kesehatan,

Pasal 28

{1] Serap Pesawal [dara vang:
a, datang dan Bandar  Udara wilaysh  yanp
Terjangkit,

k. terdapat . . .
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v, terdapat orang hidup atau mabl yang diduga
Terjanghkil; dan/atau

. terdapal urang dan/atau Barany didugs Terpapar
i ddalam Prosawat Udara,

brrada dalam Stalus Karantina.

Kaplen Penerbang wajitr segera melaporkan mengenai

keadaan scbhagaimana dimaksud pada ayat (1} kepada

petugas laiy linlas udara vntuk dileruiskan kcpada

Pejabail Karantina Kesehatan i Bandar Udara tujuan

denpan monggunaktan leknelog telckomunikasi.

Pasal 29

Sctelah kedatangsn Pesawat Udara,  Kapten
Penerbang melalul pengelola Bandar Udara wajib
mcrmnberikan dekumen Deklarasi Kesehalun
Penechangan [Health Ford of the Aircrefl Ceneral
Declaration) lkepaca Pefubat Karantina Kesehatan.
Dalam hal kedatangan Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 28 ayat {1), Kapten Pencrbang
wajib  mecara langsung  momberikan dokumen
Dcklarast Kesehatan Penerbangan (flealth Port of the
Alrcraft (reneral Declaration) kepada Pejabat Kavanting
Heschatan.

Faszal 30

Kapten Penerbang pada Pesawat Thdara sebapaimansa
dimmaksud dalamn Pasal 27 dan Fasal 28 hanyy dapat
menurunkan arau menaikkan orang danfatau Barang
sctelah dilakukan  Penpuwasan  Kelaranlinasn
lkesehatan oleb Prjabat Karantina Keschatan,

(2} Pengawasan . . .
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[2) Pcngawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayal [1] dilakukan antuk memperclch
Fersetujuun Karantina Kesehalan,

{3] Persetujuan  Karantina Kesehatan schagaimana
ditmaksud pada ayat {2] dapat berupa;

a. persctujuan bebas karantina, dalam hal tidak
diteraukan penyakit dan/ataw [aktor rsiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruraten Keschatan
bMasvarakat danjfatau Dokumen  Karanilina
Keschatan dinyalakan leogkap dan berlaku; dan

Iz, persetujuan karantina  terbatas,  dalam hal
diterukan penyakit dan/atan faklor risiko yvang
berpotensl menimbulkan Kedaruratan Kesehalan
bMasyarakal dan/atau  Dokumen  Karantina
Kesehatan dinvalakan tidak lengkap dan tidak
Brerlakou,

(4) Ketentuan  letoh lanjut  mengenar  fala lksana
Pengawasan  Hekarantinaan Keseshatan di Bandar

Ldlara diatur dengan Peraluran Monceri

Pasgal 31

Pesawat Mara vang memperolch persetijuan karantina
terbatas sebagawnana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3]
hurof b harus dilakukan  tindakan Kekarantinaan
Keschatan dan/uatau  penerbitan atau  pernbaruan
Dokumen Karantina Kesehatan,

Pazal 32

Kckarantinasn Kesehatan ferhadap  pesawat  udara
prrang, prsawat udara negara, dan pesawat udara tamu
negara diatur dengan Poratoran Meoteri berkoordinssi
dengan mmenfari atau lembaga terkait,

Parapraf 2 . ..
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Maragral 2
Keberangkatan Pesawat Udara

Prawal 33

HSebelum  kebwranpkatan  Fesawat  Udara, Kapten
Penecbang  wapbh  melengkapi Dokumen  Karantina
kKesehatan sesual standar Kekaranlinaan Keschatarn.

Pasal 24

Pesawat Udary yang ditermukan Faktor Risiko Kesehatan
bMusvarakat harus dilakukan bindakan Kelarantinaan
Kesehatan scbagaimana  dirmaksud dalam Pasal 13
ayat (2]

Baman Ketiga
FPengawasan di Pos Lintas Batas Darar Negara

Paragral 1
Kedatanpan Kendaraan Darsl

Mazal 35

(1] Betiap Kendaraan Darat yang:
a, datang dan wilayah yvang Terjangkit;
b. terdapat orang hidup atau mati yvang diduga
Terjanghki; dan/atau
w. Ierdapat orang atau Barang didupa Terpapar di
dalam Kendaraan Darat,

herada dalam Btatus Karantina.

(2] Kenelaraan . ..
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Kendaraan  Daral  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat {1] hars dilakukan Penpawasan Kelarantinaan
Kesehataty sebelum menurunkan etaly menaikkan
vrang dan/atau Barang,

kendaraan [Darat yang ditemuken Fakior Risiko
Kesehatan Masyarakal pada Pengawasan
Kekaranlinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada &avat [2]  bharus  dilakukan  tindakan
kKckarantinaan Kesehatan,

Setiap  Kendaradn Darat di luar keleniuan
sehagaimans dimaksud pada wyul (1) sewaktu-waktu
dapat dilakukan  pemeriksaan  Faktor  Risiko
Kesehatan Masvarakat oleh  Pejabat Karuntina
Kezehatan.

Ketentuan  lebih Japput  mengenal  bndekan
Kekarantinaan Kesehatan di Pos Linlas Batas Darat
Mecgara scbagawmana dimaksud pada ayat (1} diatar
dengan Peraluran Mentori.

FPasal 36

Setelah  kedatangan Kendavagn Darsl, pengemudi
wajib momberikan  dokumnen Deklarasi Kesehatano
Perlintazan Darat {Grouwnd Crossing Declaration of
Fenlth) kepads Pojabat Karantina Kesehatan.
Kendaraan Daral yang tidak ditemulkean Faklor Risiko
Kesehalan Masyarakat danfuatau dokumen Deklaras
Kesehatan  Perlintasan Darat  (Grownd  Crossing
Declaration of HealtF) sebagaimana dirnaksud pada
avat (1] dinyatakan lengkap dibcrikan Fersetujuan
Karantina  Kesehatan oleh  Pejabat  Karantina
Kesehalan,

Paragraf & ...
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Paragrafl 2
Keheranpgkatlan Kendaraan Daral

Pasnl 37

Selrelurn keberangkatan Kendaraan Darat, pengemudi
wajib melengkapi Dokumen Karanbina Kesehatan
yatg masih berlaku.

Setelah Dokumen Karanting Kesehatan sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan tidak
dilemukan  indikasi  Fakter Risike  Keschatwan
fMasyarakat maka kepada penpemudi dapat diberikan
Fersetujuan Karantina kesehatan.

Kendaraan Darat yang dilemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyvarakar harus  dilakukan rtndakan
Kekarantinean HKeschatan sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 15 ayat {2).

Bagian Kecmpat

Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang

i1]

(2}

Pasal 383

Awak, FPersoncl, dan penumpaneg yang Terjangkit
clan/atau  Terpapar berdasarkan  informasi  awal
mengenal deklarasi keschatan, pada saal kedalangan
dilakulan  pemeriksaan  kesehalan  oleh Pejabal
Karantina Keschatan yang berwenang di atas Alal
Angkut.

Awak, Peraonel, danfatau penumpang  yang
Tenangkit  dilakukan tindakan Kekarantinaan
Keschataln scsual indikoas].

(3} Awak . . .
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Awak, Personel, dan/atau penumpang vang Terpapar
dilakukan  tindakan  sesuai dengan prosedur
penanggulangan kasus.

Terhadap Awak, Personel, danfatau penumpany yang
tidak Terjangkit danjatau tidak Terpapar dapat
melanjulkan  perjalanannya  dan  diberikan  kartu
kewaspadaan kesehacan.

Jika  ditemukan Aweak,  Personel,  danfatau
penumpang vang Teeangkit danfatau  Terpapar,
Fejabat  Karantina Keschatan  harus  lanpsung
berkoordinusi dengan pibak vang lerkait

Pasal 39

Sehap orang yang datang duri nepgara dan/atau

wilayah Kedaruraian Kesehatan MWasyarakat vanp

meresahikan  dunia  danfatay  endemis, Pejabat

Karantina Kesehatan melakukan:

d, penapisan,

b, pembenan kartu kewnspadaan kesehatan;

¢ pemberian nformast tentang cara pencegahan,
pengobatan,  dan pelaporan suatu kejadian
kedaruratan  Kesehsalan Masyarakar YHMY
meresahkan dunia; dan

d. pengambilun spesimen dan/atau sampel.

Apabila hasil penapisan terhadap orang ditemukan

gejala klinis  sesuai  dengan  jenis  penyakit

Kedaruratan Kesshatan Masyarakat vang mercsahkan

duma, Pegabat Karantina Keschatan melakukan

rujukan dan lsolasi.

Fasal 444 _ .
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Pasal 40

Dalam hal orang sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 38
dan Pasal 39 ldak bersedin dilakukan tindaken
Kekarantinaan Keschatan, Pejabal Karantina Kesehatan
berwenang mengeluarkan rckomendas, kepada pejabat
imigrasi untuk dilakukan ceportasi.

Pa=al 41

[1} Setiap Awalt, Personcl, dan penumpane:

a.yang datang dari  pegaran endemis, pegara
Terjangkit, dan/atauw negare yang mewajibkan
adanya vaksinasi; alau

k. yang akan berangkat ke nogara cndemis, negaca
Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan
adanya vaksinasi,

wajibh memiliki sertifikat valksinasi internasional vang

musih berlaku.

() Belep  Awak, Personel, danfatau  penumpang
scbagalmana dimaksud pada ayar (1) huruf a yang
tidak rmemiliki sertifikat  vaksinasi  internasional
tlilakukan tindakan Kelkuarantinaan Kesehatan olch
Pcjabar Karanting Kescharan.

(3} Setiap  Awak, Persvnel, danjfatau  penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf b yang
tidak rtoewiliki  sertifikat  vaksinasi  internasional,
dilakukan penundaan keberangkatannya oleh Pejabat
Karantima Kesehatan.

{¢] Terhadap Awalk, Personcl, dan/atau penumpang
schagaimana dimaksud padsa ayat (3 harus diberikan
vaksinasli seawal porsyaratan dan standar  yang
berlaku.

(3] Kotentuan .,
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Ketentuan mengenal tata laksana vaksinasi dan
pemberian  sertifikat vaksinasi inlernasional diatur
dengan Peraiuran Menteri.

Apabila  Awak, Personel, dan/fatau  penumpang
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3 menelak
pemberian valsin maks Pejabat Karantina Keschatan
berwenang  mengeluarkan  rekomendasi kepada
pejabat imigrasi  unwk  dilakukan  pembatalan
pemberanpgkatan.

Pasal 42

Sctiap Awak, Personel, dan ponumpang vang akan
berangkat harus dilakukan penpzwasan.

Pacla saut penpawasan scbagaimana dimaksod pada
ayat (1) <dilemukan Awak, Personel, danj/atau
penumpang  memiliki Faktor Eisiko  Keschatan
Masyarakat, Pejabmt HKaranting Kesehatan harus
melakukan pemerikzaan medis,

Jika hasil pemienksaan medis sebapaimana dimnaksud
pada ayat (2|, ditemukan penyakit yang berpotonsi
menimbulkan Kedaruratan Keschatan Masyarakat,
danfalau ddak dipenuhi  persyaratan  keschatan
penerbangan alau pelayaran pada Awak, Personel,
dan/alau penumpang, Pejabat Karantina Kesehatan
harus merckomendasikan keparia maskapai
penerbanpan atau agen pelayaran untuk menunds
keberangkatan Awalk, Personel, dan/atau penumpang
tersebut  dan harus segera melakukan  tindakan
Keokarantinaun Kesehatan.

Pasal 43 ., .



PRESIDEM
REFLEBLIE 1M DMNES|N

. 2F -
Pasal 43

(1) Fenundaan keberangkatar  orang  karens  tidak
memiliki sectifikat vaksinasi internasional dag fatau
dikenakan tindakan  Kekarantinaan Kesechatan
dilukukan dengan  berkeordinasi  dengan  pihak
WTRraal,

(4} Terhadap orang sebaguimana dimaksud pada ayat [1)
wanb diberiken penjelasan oleh Pojabat Karantina
Kesehalan,

Baplan Kelima
Pengawsasan Barang

Fasal 44

Setap Barang yang memiliki Faktor Risike Keschatan
Masyarakar dalam Alat Anglut vang berada dalars Stalus
Karantina, Fejabat Karantina Kesehatan melakukan
tindakan  Kekarantinagn  Keschatan  scbagaimana
dimaksud dalam Pazal 15 ayat (2] hurof ¢ dan hucal d
berkonrdinasi dengan pibak yang terkait,

Pasal 45

(1} Jenazzh dan/atau abu jenpzab dalam Alat Angkut
dilekukan pemeriksaan terhadap dobumen penvebab
kematian  sesual  dengan ketentuan  peraluran
perundang-undangan.

(<] fika peda pemeriksaan dokumen penyebab kematian
scbagaimana dimaksud pada avatl (1) didapatkan:

g. dokumen tdak lengkap maks penanggung jawab
Alal Angkut harus melengkapi dokumen sesaai
dengan persyuralan vang berlaku;

b. jenazzh . ..
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b. jenazah danfatanw abu jenazah  lidak scsusd
dengan dokumen  maka  Pejabal Karantina
Kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihal: yang
terkait; dan/atau

v. Faktor Risike Heschatan Masyarakat maka
Prjabat Karantina Kesshatan melakukan tindalkan
Kekarantinaan Kesehutan.

Jika hasil pemeriksaan liduk didapatkan Faktor

Riziko Kesehatan Masyarskat atau sctclah dilakukan

tindukan Kekarantinaan HKesehatan sebagainana

dimaksud pada avat [2] hural ¢, Pejalat Karanting

Kesehatan wmemberikan sural perserujuan keluar atau

tnasuk jenazah  danfatsu abu jenazah dari

Pelabuhan, Bandar Udara, atau Pos Lintas Batas

[¥arat Nepara.

Fasal 46

Jika terdapat Awak, Personel, dan/fatau penumpang
yvang meninggal dalam Alat Angkut yang datang,
Frjabat Karantina Kesehalan melakukan pemoriksaan
jenmazah untuk mengetahui penyebaly kematian,
Dalarn hal penyebab kematian berdasarkan  hasil
pemeriksaan jenazah sebapgaimana dimakald  pada
ayat (1) merupakan penyvakit yang memiliki risiko
Kedaruratan Keschatan Masyarakat maka dilakukan
tindakan Kekarantinaan Kezehalan,

Terhadap jenazah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat {1] dikinm ke rumah sakit untuk dilakukan
pemulazaraan jenazah.

Pasal 47 . .
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Paszal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawsasan Barang
dalam  Alat  Angkut sehagaimana dimaksud  dalam
Fasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan
Peraturan Menleri

(1)

[

(3}

(4]

Bagian Keenamn
Sanksi Administraal

Puaynl a8

Setiap Nakhoda  yanmg  melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pagal |9 ayat (2] atau
Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:

. peringatan;

b. denta administratif; dan/atawu

o, pencabutan idin.

Seliap Kapten Penerbang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2] atau
Fasal 29 dikenai sanksi administratif§ berupa:

8. peringalan;

b. dende ndministradf; dan/arau

c. pencabulan izin.

Sctiap Nakhoda vang tdak melengkapi Tokumen
Karanting Resehatan sehingea dikeluarkan
persetujuan  karaniina  terbalas  scbagaimana
dimaksud dalarm Pasal 19 avat (5) hural b dikenai
denda administratir.

Setiap Kapton Penerbang yang tdak melengkapi
Dokumen Karanting Keschatan sehingps dikeluarkan
perseluuan karanoing tcrbatas sehapaimana
dimaksud dalum Pazal 30 ayat {3] huruf b dikenai
denda adminisiralil,

[ Bctiap . . .
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Setiap pengemudi atau pepanggung jJawab kendaraan
darat yang odak melengkapt Dokumen Karantina
Kesehutan sehingge  tidak  diberikan  Persetujuan
Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksyd datam
Pusal 36 ayat (1] dikenal sanksi adrministratif berupa:
a. perngatan,

b. denda adminstradl, dan/atau

. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjul metpenai tata cara pengenaan
sanksl administratil sebagaimana dimaksud pada
Ayal (1} sampai dengan ayat (3] diatar dengan
Feraturan Pemerinlah.

BAR V]|

PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN D1 WILAYAH

(1}

i2]

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi fakior
risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dilakukan Karuntina Rumah, Karantina
Wilayah, Harantina Fumah Sakit, stany Pembatasan
Sosial Berskala  Bresar  oleh Pejabar Karanting
Keschatan.

Karanlina HRumah, Karantina Wilayah, Kzrantina
Rumah Hakil, atau Pembatasan Sosial Berakals Besar
zebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) harus
didasarkan pada  pertimbappan  epidemiclogis,
besarnya  ancaman, efektuftas, Jdukungan sumber
daya, (eknis operasinnal, pertimbwogan  ekonomi,
sosial, budaya, dan keamanan.

(3} Karaniina . . .
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{3] Karanlina Wilayah dan Permbatasan Sosial Berskala
Besar sebagaimana  dimaksud pada avat (1)
ditetapkan vleh Menter.

Bagian Kedya

Karantina Rummah

Fazal 50

(1) Karantina Rumah  dilaksanakan pada  situask
diternukannya  kasus  Kedaruratan  Kesehatan
Masyarakat yang lerjadi hanya di dalam ssiu rumah.

(2] KEarantina Rumah schapsimana dimaksud  pada
avat (1} dilaksanakan terhadap selumh orang dalam
rumah, Barang, ateu Alat Angkut yang terjadi konak
erat denpgan kasus.

(3] Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayae (1]
dirwjuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan

menangant kasus.

Pusal 51

(1} Pejabat Karantina Kesehatan wajib  memberilan
petyelasan . kepada  penghumi rumah scbhelum
melaksanakan lindakan Karantina Rumah,

(2} Penghunt rumah vamg dikaranting  selan  kasus,
dilorang keluar rumah selama waktu yung telah
ditetapkan alebh Pejabat Karantina Keaeshatan,

Pasal 52 . .,
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Pasal 12

Seluma penyelengparaan Karantina Rumah,
kebutuhan hidup dasar bagi crang dan makanan
hewan ternak yang berada dalatm Karantina REumah
tneryadi Ltanggung jawal Pemerintah MFusat.

(2] Tanggung  jawab Pcmerintah Pusat dalam

(1)

{2)

(1)

[}

renyelenggaraan  Karanting  Rumah  sebagaimana
dimaksud pacla ayal (1] dilakukan denpan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkeait,

Bagian Ketiga
Karamina Wilayah

Pa=al 53

kKarantina Wilaysh terupakan baman tespons dan
Kedaruratan Kesehatan Masyvarakal.

Karantina Wilayah sebagaimana dimaoksud pade
dyat (1] dilakganakan kepada selurab  anpeota
mas¥arakal di suatu wilayah apabila dari hasi
konfirmasi laboratoriom  sudah terjadi peonycbaran
penyakit  antar anggota masyarakat di wilavah
terselngl.

Pasal 54

Pejabmat  Karantina Kesehatan wajib memherikan
penjelazan kepada masyarakat di wilayah setempat
sebelum melaksanakan Karanting Wilaysh.

Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan
dijaga terus menerus  oleh Pejabat  Karantino
Kesehatan dan Kepoliviun Megara Republik Indonesia
yvang herada di loar wilayah karaniina,

[3) Angpody .,
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Angpota masvarakal vang dikarantina bdak boleh
keluar tasuk wilayah karantina.

Selama masa Harantind Wilayah ternyaia sulah satu
Alau beberapa anggora di wilayah tersebut ada yang
menderita penyakit  Kedaruratan Kezeharan
Masyarakar vanp sedang terjadi maka dilakukan
tindakan Jeelasi dan segera Jingjuk ke ramah sakit.

Pazal 55

Betama dalam Karanuna Wilavah, kcebutuhan hidugp
dasar orang dan makanan hewan (ermak yang berada
di  wilayvah karantina menpacdi  tanpgung  jawab
Permeriniab Pusat.

(2} Tanggung  jawab Pemerintah Pusat dalam

{L]

i2]

penyelenggaraan  Karanuna Wilayah sebagawmana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Ducrah dan pihak vang terkait.

Bagian Keempat
Karantina BRumah Sakil

Pasal 56

Kewintan Karanting Rumah Sakit merupakan bagian
respons dan Kedaruraian Keschatan Masyaraktal.
Karantina Rurnah Sakit sebagaimana dimaksud pada
dayal. (1] dilaksanakan kepada seluruh orang vang
berkunjung, crang yang bertugas, pasien dun Barang,
serta apapun di suaty rumah sakit bila dibuktikan
berdasarkan  hasil konfirmasi  laboratorium  telah
terjad) penuilaran penyakit vang ada di naang solasi
keluar ruang isolaai,

Paszal 57 ...
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Pasal 57

(1) Pejabat  Karanting Keschatan wajib  memberikan
penjelasan kepade oreng yang berkunjung, Orang
yvarg bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelum
melaksanakan Karantina Rumah Sakit.

(2} Rumah sakit vang dikaranlina diberi paris karantina
dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina
Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
vang berada di luar wilaysh karantina.

[3} Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada
di rumah sakit yang dikarantina schagaimana
Jdimaksud pada ayat (2) tidak boleh keluar dan masuk
rumah gsakil,

Pasal 58

melama dalam tindakan  Karantina Kumah  Sakic,
kebutuhan hidup dasar scluruh srang yang berada di
rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat
danfatau Pemenntah Daerah.

Bapian Kelima
Fembatasan Sozial Beralkala Besar

Pasal 59

(11 Fembatasan Sosial Berskala Hesar merupaktany bagian
dari respony Kedaruratan Kesehalan Masyarakat.

(2} Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  bertujuan
et cepah meluasnya penyebaran penyakil
kedaruratan Kesehatan Masyarskat yang sedung
terjadi antar orang di suale wilayah tertocot.

i3 Pembalasan . . .



(3

g’a

i
W
'
[
e

PRESICEN
REAUBLIE IMNLDCHRE S

36 -

Pemhatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} paling sedikit meliputi:

a. pehburan sekolah dan tompat kerpa;

b. pembatasan kepiatan Keagamaan, dan/atau

<. pembatasan kegiatan ol lempat ataw  fasilitas

LITHALTI.

[4} Penyelengearaan Pembatasan Sosial Berskala Besac

berkoordinasi dan bekerja sama  dengan  berbapgai
pihak teckail scsual dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangar,

Pasal B

Ketenitwan tebih lanjut mengenai kritenia dan pelaksanaan

Karantina Fumah, Karantina Wilayah, Karantina Humah

Jakit, dan Pemberasan Sosial Berskala Beoar diatur
dengan Peraturan Pomerintah.

BAB VIII

DOEUMEN KARANTINA KESEHATAN

[1]

(2]

Pasal 51

Dokumen Karantina Keschatan harus dimiliki oleh
seliap Alat Angkut, oreng, dan Barang vane masuk
dan/atan keluar dari dalam atal War wilayah negara
Indonesia,

Dokumen  Karanting  Keschatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebapay alar
penpawasan  dan  pedcegahan masuk  danfatan
keluarnya penvakit dan Fakior Risiko Kesehatan
Masyarakat yang menpadi sumber penularan penyakit
vang dapst menimbulkan  Kedaroratan Keschatan
blasyarakal.

[3} Dokumen . .
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I3 Dokuwmen Karannna Kesehatan memuat penjelasan

suatu keadaan yang dikctahui secara pasti sebagai

hasi] Penpaveasan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal &2

Dolkumen Karanting Kesehatan untuk Alac Angloat terdir
atas:

T T T S =

{1}

deklarasi kesahatan,

sertilikal Persetiyuan Karanting Keschatan;
gertifikat sanitasi;

sertifikat ohat-obalan dan alat keschatan;
buku keschatan untuk Kapal; dan

sural Persctujuan Berlayar Karantina Kesehatan [Post

Flealthe Qreuraritine Clearance) untuk Kapal.

Fasal 63

Ceklarasi keschatan sebagaimana dimaksud dalam

Fasdl 62 huruf a berupa:

A.

1.

Deklaras: Keschatan Manum (Marfime Oecigrotion
of Health) vunrtuk kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1% ayat [2);

Deklaras: Keschatan Penerbanpan [Health Fart of
the Arrcraft Generel Declaration) untuk Posawat
Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dan

Deklarasy Kesehatan Pelintgsean Daret  (Ground
Crassing Declaration of Health) aniuk Kendaraan
Crarat sebhapaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(£} Deklarasi . . .
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{2) Deklarasi kesehalan scbagaitmana dimaksud pada
ayal [1] harus diisi dan diberikan ocleh Nakhoda,
Kapten Penerbang, atau pengemudi Kendaraan Darat
kepada Pejabal Karantina Kesehatan  pada saac
kedatangan Alal Anghut,

Pizal &4

Sertifikat sandasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

huruyl o berupa:

. Bertifikat Bebaz Tindakan Sanitasi Kapal |Ship
Sentlation Control Exemption Certificate) dan Sertifikat
Tindakan Sanitasi Kapal [Ship Santtatiorn Conteel
Cerdiftcate) untuk Kapal; dan

b. Sertifikat Bcbas  Hapus  Scrangga | Distrsection
Exemption Cerdtficate], Sertikat Hapus Serangga
{Msinsection Certificrte], dan Sertfikat Hapus Hama
(Disinfection Ceritficarel untuk Pesawal Udara atau

Kendaraan Darat.

Pasal 65

Dokumen karanting Kesehatan untuk oraoy weodind atas:

a. Sertifikat Vaksinas: [nternasional [Intermational
Certiftcode of Vaccinmtion or Prophyloods), dan

b, surdt keterangan pengangkutan arang sakit,

Pasal 66

1) Dokumen Karantina Kesehalan untuk Barang lerdin
atais:
d. sural lzin pengangkutat jeoazah atau abu jenazah
dari Pelsbuhan atau Bandar Udara [Humen
Remains Trarsport Certificate); dan

L. sertifikat . . .
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tr, sertifikat kesehalan untuk bahan berhahaya.

{€] Dalarm bal diperlukan Dokumen Karantina kesehatan
untulk obat, makanan, kosmetika, alat keseharan, dan
bahan adiktil  berdasarkan  perminlaan negara
tertenitu, Pejabat Karantina Kesehatan menerbitkan
serfiikal keschatan atauw surat keterangan keschatan
obat, makanan, kosmetika, alat keseharan, dan
bahun adiktif.

Pagal 67

Crokumen Karantina Kesehatan dikeluackan oleh Pepabat
Karaniina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, atau
Pas Linlas Batas Darat Negara.

Pasal &5

(1] Menieri dapat  menctapkan  perubaban atau
penambahan Dokumen Karantina Kesehatan selan
dokurnen sebagaimana dimaksud dalom Pasal 63,
Paszal A4, dan Pazal 65 huruf a.

(2) Menteri dalam mengtapkan perubahan atau
penambahan Dokumen Karantina  Keschalan
sebhagalmana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan hasil pengawasan dan evaluast
sertd masukan dan berbagai pemangky kepentingan
kelkarantinaan kesehatan masyarakat.

FPasal 69

Dokumen Karantina Kesehatan tidak berlaku apabila:
&. masg berlaku sodah berakhir

b, berubah nama,;

¢, berganti bendera untuk Kapal,

., lecteranpan . ..



FPRESIOER
REFPUBLIK IMNCOMNE SN

- 40 -

d. keterangan dalam dokumen tidak sesual detygan
keadaan selbenarnys;

¢, diperolel secara ndak sah; danfatau

f. dicaret, dihapus, atau dinvatakan rasak.

Paszal 70

ketenruan lebib Janpul mengenai bentuk, isi, tata cara
penegajusan dan penerbitan, dan pembataian Dgkumen
Karanting Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 1X
SUMBER DAYA KEKARANTINAAN KESEHATAN

Hapian Kesatu

Umum

Pazal 71

Sumber daya dalam  penvelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan meliput:

a. fasilitas dan perbekalan Kekarantinaan Kesehatan,
Pejabat Karantina Keschatan;

I
c. penslitian dan pengembangan; dan
d. pendanaan.

Bagian Kedua
Fasilitas clan Perbekalan Kekarantinasn Kesehatan

Pusal 72

[1] Fasilitagz dalam penyelenggarsan Kekarantinaan
Kesehatan meliputi:

a. peoralatan deleksi dan respons cepat;

b. ruang . . .
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b. ruang wawancarn atau obsoreast;

¢.  ruang clagnosis;

d. asrama karantina kesehatan;

£, ruang solas;

. ramah zakit rgjukan;

g laboratorium rjukan; dan

h. transportasi  evakuasi  penvakit  Kedaruratan

Kesehailan Masyarakat,

2] Fasililus sebapaimana dithaksud pada ayat {1) selam
herfungsi  dalam  penyelenggaraan  Kelarantinaan
Keschatan juga sebagai sarang  pendidikan  dan
pelatihan serra pengembatgan ifmu pengetahuan dan
trknolop Kekarantinaan Keschatan.

3] Porbekalan Kekarantinaan  Keschatan  meliputi
sediann farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan lainnva yanp dipetlukan.

Bagian Ketiga
Fojabat Karantina Keschatan

Pasal 73

Pejabat  Karantina  Keschatan merupakan  pejabat
fungsional di bidang kesehatan yang memniliki kompetcnsi
dan lkualilikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan secra
ditugaskan di instans Kekarantinaan Kesehatan di Pinty
Masuk dan i wilavah.

Pa=sal 74

Perekrulan  Pejubat Karantine  Kesehalan  dalam
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
diselenggarakan meialui pendidikan dan pelatihan VAng
dilaksanakan vleh Fernerintah Pusat,

FPasal 75 ., .
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Pasal 75

Pemerintah  Pusal rnengatur  pencmpatan Pojabat

karantina Kesehatan di Pitttu Masuk dalam rangka

penyelenperaraan Kekarantinaazn Kesehatan.

Pemerintah [Daerah mengatur pencmpatan Pejabat

Karantina Kesehatan di  wilayah dalam rangka

penyelenpgaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam menyelengparakan Kekarantinaan Kesehatan,

Pefabar Karanlina Keschatan berwenang:

a. melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan
scbagaimana dimaksud dalam Paszal 15 ayat {2);

b, menclapkan tindakan Kekarantinaan Kesechatan;

c. menerbitkan surat rckomendaszi deporiasi atau
penundaan keberangkatan kepada instans wvang
Lerwenane, dan

¢. mcnerbitkan surat rckomeondasi kepada pejabmg
yang berwenang unfuk menctapkan karantina di
wilayah,

Ketentuan  Iekih  lanjut  mengenan tata cara

pelaksansan  kowenangan  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (3) diatur dengan Poraturan Menier.

Pasal Y&

Frjabat Karantina Kesehatan dalam melaksanakan

tugasnya berhak mendapailkan:

d. pelindungan hukum;

b. pelindungan kesehalan dari  risikn  kerusakan
argaty; dan

6. keselamatan jiwa.

Sctiap Pejabal Karantina Kesehatan yang melakukan

kelalaian datam melakzanakan tugasnva dikenakan

sHnkal  sesuai denpan keteniuan  peraturan

perumjyng-undangan.

(3] [enap .,
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Betiap Peiabat Karantina Kesehatan berhak mendapat
pelindungan  hukum  dalam  melzksanakan  tugas
sepapjane  sesuai dengan standar prosedur
operasional dan  ketentuan peraturan perundang-
undangrn.

Bagian Keetmpal
Penclilian dan Pengembangan

Pasal 7Y

Fenelitian dan pengembangan dilaksanakan untuk
menapis dan menetapkan ilmua pengetalivan oan
teknulogl  tepat puna yang dipergunakan  dalam
rangka penvelenpgeartasan Kekarantinaan Kesehatan.
FPenelitian dan pengembangan sehagaimana dimaksud
pada ayat [I], dilaksanakan dengan memperhatikan
keschatan dan kesclamatan roasyaralkat,

Ketentuan mengengdl penclitan dan pengembangan
sehagaimana dimaksud pada avat (1] dan ayot (2}
¢hiatur denpan Peraturan Menter,

Bapan Kelima
Pendarnasan

FPasal 75

Fendanaan kegiatan penyclenpgaraan Kelarantinaan
Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan
belamja negara, anggaran pendapatan dan helanja
daerah, danfatau masyarakat.

Fendanaan kegiatan penvelenggarasn Kekarantinaan
Kesehalan ol Fintu Masuk pada Alat aAngkut of luar
situasi Kedsruratan Kesehatan Masyarakat vang

meresahkun duma dibebankan pada pemilik Alat
Anglaar.

{3) P?ndanaan C
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13] Pendanaan e ngenai pelaksanaan tindakan
penyehatan yang dimohonkan pengelola Alal Anglkut
menjadi tanpgung jawab pemohon den merupakan
penetimann negara.

BAB X
INFORMASI KEKARANTINAAN KESEHATAN

Pasal 79

Informasi Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan
sebagai upaya pencegahan dan pembereantasan masok
dan/atau keluarnya kejadian dan/atan fakror nsiko yang
dapat amenyebabkan Kedaturdalan Kesehatan Masysrakal,

Pasal B

[1} Penyelenpgaraan intormasi Kekarantinaan Kesehatan
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Permerintah
Daerah.

(2] Penvelenpgaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana  dimaksud  pads ayar (1) dapat
berkooridinas) dan bekerja sama dengan lembaga
keschatan, baik dalam negeri maupion Tuar negeri.

i3] Penvelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan
schagaimana dimaksud pada aval [1) dan ayat (2)
dilaksanakun scaual denpan ketentuwan peraturan
perundang-undanpan.

Pazal K1

Dralam rangka penyelenggaraan informas Kekarantinaan
Keschatan, Pemernintah Pusat memberi wewenang kepada
Fejabat Karantina Keschatan untuk berkoordinasi dan
bekerja sama dengan badan/lembage kegehatan, baik
dari dalarn neger maupun Juar neperi.

BaAB XI. ..
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GAR X[
FEMEINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pa=al B2

Pemerintah Pusat melazkukan pembinaan terbadap

SE TR kegiatan Yang berkaitan dengan

penyelengparaan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu

Masuk.

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap

sCmua Kegiatan yarng herkaitan dengan

penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah
dengan melibutkan Pemerintah Daerah.

Pembinaan scbapaimana dimaksud pada ayat [1] dan

ayat [2) diarahkan untuk:

a. mcningkatkan mutu pelayanan dan
profesionalisrme  Pgjabat  Karanting  Keachatan
zesal denpan perkembuangan ilmu pengetahuan
dan  teknologi  dalamm  rangka  kecja sama
antarnepgara baik sccara bilaleral, ropional, dan
intermasional;

b. meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam
monuhjang peningkaran penyelengearaan
Kekarantinaan Kesehatan:; dan

. meningkatkan  keterpaduan berbagal sektor
lerkait dalam rangka koordinasi dan kerja sama
dalam tnelaksanakan Kekarantinaan Kesehalan.

Ketenluan  lebih lanjut  mengenai  pembinaan

sebagnimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat [2)

dialur dengan Pecaturan Menteri.

Bapgian Kedusa | .
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Bagian Kedua

Fengawasan

Paszal 83

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap
SErM1A kegiatan yang herkaitan denpan
penyvelengparaan  Kekarantinaasn — Kesehatan  di
Pelzbuhan, Bandar Udara, don Fos Lintas DBatas
Darat Nepara.

(2] Pemerintah Dacrah melakukan pengawasan terhadap
kegiatan yang berkaitan dengan  penyelenggaraat
tickarantinaan Keschatan di dacrah.

(3} Ketentuan  lebih laut mengenal  pengawasan
sebagaimana dimmaksud pada ayal (1) diatar dengan
Peraturan Menters

BAE Xl
PENYIDIKAN

Fasal 24

Selain  penyidik  prjubat Kepolisian Negara Republik
Indunesia, pejabat  pogawal negerl sipil erterio Wi
lingkungan kementerian yung menyclenggaraban urasan
pemerinlaban di bidang  kesghalan diben wewenang
lthusue sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai hukurm acara
pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Fasal 85 . ..
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Pasal 83

PPNE Kekaranbnaan Kesehatan bervenang:

g,.

L.

tenerma laperan tentang adanya tindak pidana di
bidang kokarantinaan Keschatan;

mencar] keterangan dan alac buk;

melakukan tindakan pertarna i tempat kejadian,
melarang sctisp orang meninggalkan atan memasuki
termpal kepadian perkara untuk kepentingan
penyidikan;

memnanggil, memeriksa, mengpeledah, menangkap,
atau menahan sesegrang yang dizangka melakukan
tindak pidana di bidang Kekaranrinean Kesehalan;
menshan, memerilksa, dan menyita dokumen,
menyuruh  berhenti orang  yang  dicurigai  atau
tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
memeriksa alau menyita sural, dokumen, atau benda
yang ada hubungannya  denpan  tndak  pidana
Kekarantinaan Kesehatan,

memanggll scseorang untuk diperilksa dan didenpgar
keterangannya sebagai terzangha atay saksi;
mendatangkan  ahli yanp  diperluban dulam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara:
metakukan pemenksaan di tempat terfentu yaog
didupga terdaput surat, dokumen, atau benda lain
vang ada hubungannya dengan tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan;

mengambil fore dan sidik jari wersanpks;

metminla keterangan daci masyarakat atau sumber
vang berkompeten;

renghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat
cukup buktt yang membuktikan  adanys  tindak
pidane di bidang Kekarsntinaan Kesehatan; dan/atau
mengadaskan tindakan latn menueg hukam.

Paual E& |,
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Fasal 86

Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan lindak pidana di

bidang Kekarantinaan Kesehatan herupa:

a. alat buakli sebagaimana dimaksud dalam  huokuom
a¢ara pidana; dan

. alat bukt lain berupa informasi yang diucapkan,
dikinmbkan, dao diterima  atsu  disimpan  secars
eleltronik atau yang serupa dengan itw.

Pasal 87

PPNS Hckarantihaan Keschatan dupat melaksanakan
kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikuan tindak
pidana  Kekarantingan Keschatan  dengan  lembaga
penegak hukum dalam neperi dan ncpara lain sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang-undengan
mengendl  administrast penyidikan  atau  berdasarkan
perjanjian  intermasional  yang  relah diskui oleh
Permerintabk Republik Indonesia,

Pasal 88

Peravaratan, tala Cara perngangkatan PPNS
helarantinaan Kesehatan, dan administrasi penyidikan
dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal &9

Dalamn  melakukan penyidikan, PPNS  Kekarantinaan
Kesehatan  berkoordinasi dun  bekerja sama  denpan
penyidik di lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik
Indenesia dan dapat berkoordinasi dan bekerpas sama
dengan penyidik  Jdi lingkungan  Tencara  Nasional
[ndoncsia TR IRET dengan ketentuan PETHLLUTAD
perundanp-undangan.

Bab XIIL . .,
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BAD XIII
KETENTUAN PIDANA

Fagal Qi)

Makhoda yang menurunkan atau menaikkan  orang
dan/atan Barang sebelum memperoleh  Persetuivan
Karantina Kesehatan berdasarkan hasil penpawssan
Keltarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 19 ayat {3) dengan maksud menyebarkan penyakit
dan/fatau faktor risiko keschatan yang menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan
pidana penjura paling lama 10 [sepuluh) tahun arag
denda paling banyak Rpi3.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

Pasal o1

Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan
orattg  dan/atau Barang  sehelum memperaleb
Fersetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan buasil
pengawasan  Keckarantingsn Keschatan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1] denpan maksud
menyebarkan penvakit danfatau fakior risiko kesehatan
yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 {scputuhj
tzhun atau denda paling banyak Rpl5.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

Pasal 92 . .
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Pasal 92

Fengemudi Kendaraan Darat vang menurunkan atau
menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilukukan
pengawaszn  Kelarantinsan Keschatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2] dengan maksud
menyebarkan ponyakit danjatay faktor risiko keschatan
vang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dipidana dengan pidans penjara paling lama 10 {sepuluh)
fahun atau denda paling banyak Rpl5 000 000 000,00
(lima belas miliar rupiah).

Fagal 93

Sctiap crang yang tdak mematuhi penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan scbagaimana dimaksud dalam
Fazal 9 ayat (1) danfatau menghalang-balang
penyelenggaraan  Kekarantinaan  Keschatan  schinpga
menyebabkan  Kedaruralan  HKesehatan  Masyaraloar
dipidana dengan pidana pemjara paling larna | [satu)
tuhun  danfalau  pidana  denda  paling  banvak
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Fasal 94g

(1} Dalam hal tindak pidana scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Pasal 91, cdan Pasal 92 dilakukan
oleh karporasi pettanggungiawaban pidana dikenakan
terhadap kerporasi dan/atau pengurusnya.

{2] Kerporasi dikenai pertanggungiawaban secara pidana
terhadap asuatu perbuatan yang dilakukan untuk
dan/alue  atas nama korporasi jika  perbualan
tersebut  termasuk  dalam  lingkup usahanya
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau

ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi vang
bersanpkutan.

(3] Fidana . . .
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{3 Pidana dijatuhkan kepada kerporasi jika ondak
pidana:

a. dilakukan atau  diperintahkan eleh  personel
pengendali korporasi;

L. dilukukan dalam ranpgka pemenuhan maksud dan
lujuan korporasi,

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan funpsi pelakn
dtau pemberi perintah; danjatan

d. dilalukan dengan maksud memberikan manfaat
bagi korporasi.

(4] Dalam hal tndak pidana  dilskukan  atao
diperintehkan oleh  personel pengendali korporasi
sehagaimana dimaksud pade wyzi (3) hural 8 atau
pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhlkan
adalah pidanys penjara maksimum dan pidana denda
maksimum yahg masing-masimg ditambah  dengan
pidans pemberaran 273 [dus pertiga).

{5] Fidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporas
adalah pidana denda maksimum ditambah dengan
midana pemberatan 273 (dua pectiga)-

BAaB XV
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 95

Pada sgat Undang-Undang ini mulai berlakua, semua
peraturan pelaksanaan vang mengatdr karantina udara
dan  karantina  leul tetap bherlaku  sepanjang  tidak
bertenlangan danjataw belum diganti dengan peraturan
yvang lary berdasarkan Undanpg-Undatg ing.

Pasal 9%, .,
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Fazgal Qb

(1} Peraturan pelaksanaan dar Undang-Undang ini
harus clab ditetapkan paling lambat 3 {upa) tahun
terhitung sejak Undang-Undang b1 diundangkan.

(2) Petnerintah Pusat harus melapocrkan  pelaksansan
Undang-Undang iti kepada Dewan Perwalkilan Rakyat
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku,

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang i mulai berlaku;

1. Undang-Undang Nomor 1| Tahun 1962  tentang
Karanlina Laut {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 2, Tambabhan Lembaran Megara
Republik tndonesia Momor 2373); dan

2. Undang-Undang WNomor 2 Tahun 1962 teplang
Karantina Uders (Lembaran Mepara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomer 2374},

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku,

Pasal 98

Undang-Undang  ini  mulai  berlaku  pada  lznggal
diundangkan.

Agar -,
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Apatr  aetiap orang mengelabuinyas,  memeninlahkan
pengundangan Undang-Undang ni dengan
pencmpatannys  dalam  Lembaran Mepars  Republik
Inclanie sia,

Digwhkan di Jakarta

pada fangeal ¥ Agusius 2018
PRES[DEN REPUBLIK INDUONES]A,

tid,

JOKO WIDODO

Divnclangkan di Jakarta

pada tanggal & Agusrus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANTISIA
REPUBLIK INDONESIA,

ted.

YASOMNNA H, LACLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 128

Salinen sesual dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REFUBLIK INIIONESIA )
Agizten Ueputi Bidanp Pembangunoat

"""--. dan Kebudayaan,
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PENJELASAN
ATAG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN

UMUM

Pecrmbanpunan  dan  pelindungan  kesehatan  bagi  selurth
masyarakat [ndonema disrahkan untuk mencapai derajat kesehatan
selinggl-tungginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya
manusia Indonesiz. Hal ini menjadi miclal dasar bapi pelaksanaan
pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalab pembangunan
manusia Indonesia seutubhnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan denpgan jumlah pulaw
lebih darn 17000 {tujuh belas mibu] vang terdiri dari pulau besar dan
kecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh dua
benua Jdan dua samudera, scrta berada pada jalur lalu linles dan
perdagangan internasional. Kondisi tersebur menycbabkan banyaknya
Fintu Masuk ke wilavah Indonesia vang menjadi akses keluar
masuknya fakior risike penyeburan penyakit dan ganpguan kesehatan,
Indonesia  termasuk  salah  satu negara yang memiliki jumlah
penduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan vang limpang
antara  Pulau Jawz dan  luar Jawa. Keadaan ini berpotensi
menimbulkan masalah kesehalan,  vang membutuhkan perbatisn
prmcrnintah dan masyarakat secara tecpadu.

Eelain  ita, porkembangan  teknclogh transportasio juga
menyebabkan meninglatnya keccpatan waktu tempul  perjalanan
ani@arwilavah dan antarnegara yang lebih cepat darl masa inkubasi
penyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakil menular
Raru (nete  emerging diseeses) dan penyakil menular yamg muncul
kembali {re-emerging diseases), Kemajuan tehnologi di berbagai bidang
lainnya juga herdampak psds perubahan  pola  penyakit  dan
meningkainya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir,

pPoneemarall - o
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pencemaran biologl, kontamunasi kimia, bictcrorisme, dan pangan
sehingga menuntut adanya wpaya cegah tanghal penyakit dan
pengendalian faktor  risiko keschatan  yang  komprehensif  dan
terkpordinast,  serta  membuluhkan  sumber  daya, peran serta
masvarakat, dan kerja sama inlernasional.

3ehbagar baglan masvarakat dunia, [ndonesia juga berkewajiban
untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan
keschatan  Magyarakat  yang meresahkan  dunia [Public Heelith
tmergency of Infernatioral Concern) scbagaimana dinmanatkan dalam
rcgulast interpasional di bidang  kesehatan  (fritemationad Health
Requiations{[HR tahun 2005 Dalam melaksanakan amanat ini,
Indonesia harus menghormati scpenuhnya  martabat, bak  asasi
manusia, fdasar-dasar kebebasan sescorang, dan PENCTAPANNYa SECurd
universal.

International  Health  Regulations  [iIHR)  wwhun 2005
rmengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitay dan kemampuan
dafam  surveilans keschatan dan  rospons, serta Kekarantinsan
Kesehatan di wilayah dan di Pinty Masuk, baik Pelsbuhan, Bardar
Udars, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara. Untuk itu diperluban
penyesuaian perangkal peraturan perundang-undangan, orgacisasi,
dan sumber daya vang berkailan denpan Keksruntinaan Kesehatan
dan organhisasi pelaksananya, Hal ini mengingal peratiran perundang-
undangan terkait Kekaranttnaan Keschatan vang ada, yaitu Undang-
Undang fomer | Tahun 1962 lentang Karantina Laut dan Undang-
Undang Nomor 2 Tehun 1962 teniang Karantina Udara, sudah lidek
relevan dengan kondisi saal inl. Pada saat itu kedua undang-undang
tersebut mengacu pada  peraturan keschalan inlernasional yang
disebw Jnternational Sanitary Reguiations (18R} tahun 1953, Kemudian
13K tersebut diganti dengan frternational Health Regulations {IHR)
tahun 1969 dengan pendekatan epidemiologi yvang didasarkan kepada
kemampuan sistermn surveilans epidemiclog. Sidang Majelis Kesehatan
Lrunia Takun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 19649 sehingga

rmeafadi [HR tawhun 2005 yang diberlakukan sejak tanpgal 15 Juni
2007

Undang Undang . . .
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Undang-Undang tentang Kekerantinaan Kesehatan ini antara
lain mengatur tentang tanggung jawab  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintah Daerah, hak dan kewsjiban, Kedaruratan Keschatan
Masyarakat, penvelenggaraan Kekarantinaan Keschatan di Pintu
Maguk, penvelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah,
Dokumen  Karantina  Eesehatan,  sumber  doya Kekarantinaso
Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan
pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

PASAL DEMI PASS[

Pasal 1
Cukup jclas.

Pasal 2

Tharwut =
Yang dimaksud Jenpan asas *perikemanusiaan” adalah
trabwa  penyelenggaraesn Kekarantinaan Kesehatan harus
dilandasi atas pelindungan dan penghormatan pada nilai
nilal kemanusiaan yang beradab dan universal,

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa
Kekarantinaan Kesehatan harus memberikan manfaat vang
schesar-besarmya bapl pelindungan kepentingan nasional
dalum rangka peninghstan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan azas “pelindungan® adalah bahwa
Kekarantinaan Kesehatan harus mampu melindung scluruh
masyarakat darl penyakit dan faktor risike keschatan yang

berpolenst menirmbulkan Kedaruratan Kesehuan
blasvarakar.

Hurufd . - .
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Hurufl d
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalab bahwa dalam
penvelengparaan Kckarantinaan Keseshatan harms mampu
meimberikan pelayanan vang sdil dan merata kepada Setiap
Crang.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "nondiskriminacf®  adalab
bahwa datam penyelenpgaraan Kekarantinaan Kesehatan
tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis
kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran
terbadap hak asasi manuaia.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas *kepentingan umuom” adalahb
bahwa dalam penyelenpggaraan Kekarantinaan Kesehatan
harus mengutamakan kepeotingan umum di atas
kepentingun pribadi atau golongan tertenu,

Hural g
Yang dimaksud denpgan asas “keterpaduan adalah bahwa
penyelenpgaraan Kekarantinaan Keschatan dilakukan secara

terpacdil melibackan lintas sektor.
Huruf b

Yang dimakuod dengan asaz “kesadlaran hukum” adalah
hahwa dalam penvelenggaraan Kekarantinaan Keseharan
menuntut peran sertd kesadaran dan kepatohan hukum darn
masyarakat.
Huruf 1

Yang dimaksud dengan asay “kedaulatan negara® adalab
bahwa dalam penyclenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
harus mengutamakan  kepentingan  nasional dan ikwt

rmeningkatkan upays pengendalian Kedaruratan Keschalan
Masvarakat yang meresahkan dunia.

Pazal 3 .. .
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Fazal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Hurut b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “ketshanan nasional di bidang
keschatan masvarakat” adalah kemampuan ceopah tangkal
Femermtah  Tusat dan Pemerintah Daerah bersama
masyarakat dalam menphadapi masalabh kesehaian tan
mengendalikan Faktor Risiko Kesehatan Masvarakat, baik
yang berasal dari dalam maupun luar negeri,
Elvrub d
Cukup jelgs,
Pazal 4
Cukup joias.
Pasal o
Cukup jclas.
Pazal &
Cukup jelas.
Paszal 7

Yang dimaksud dengan "perlakudn vang sama” adalah bahwa
dalamm penyelengearaan Kekarantinaan Keschatan tidak holen
bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.

Pazal B

Yang dimaksud dengan  “kehitahan kehidupan  sehari-han

lainnya® antara lain kebuwhan pakaian dan perlengkapan mandi,
cuch, dan buany air.

Fazat9 . ..
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Pasal @
Cukup jelas,

Peasal 1{
Cukup jelas.

Fazal 11
Cukup jelas,

Fasal 172
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas,

Pasal 14
Cukupr jelas,

Pasal 15
Ayat {1]
Kegiatan pengamatan)surveilans penyakit dan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat dimeksudkan uwntuk memastikan
sejalth mungkin fasililas umum pada Pinlu Masuk dalam
kondisi bersih dan bebas dari sumber infeksi  atau
kontaminasi, termasuk veklor penyakit dan resenvoir.
Ayat (2
Huruf a
Yang dimalksud dengan “pembenian vaksinasi® adalah
pemberian  vaksin  yang khusus  diberikan  dalam
rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan
seseorang  gecara aktif lerhadap suaru  peonyakit,
gehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit
terscbut bdak akan sakit atau hanva mengalami sakit
ringan.

YWang . . .
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Yang dimaksud dengan “pemberian profilaksis” adalah
sualu tindakan medis pemberian obat tertenoo untuk
membenkan pelindungan terhadap penyakit menular
tertentu dalam jangks waktu tertento.

Yang dimaksud dengan “ryjukan” adalah rojukan ke
fasilitas pelavanan keschatan untuk  mendapatkan
Penerikydsn kesehatart lanjutan dan;arau
perawntan/ peneobatan.

Yang dimaksud dengan “disinfeksi terhadap orang®
adalah tindakan yang dilakukan uniuk menpendalikan
atau rembasmi bibit penyakit pada permukaan ribgh
[MHOUSIA SCCard pemaparan langsung dengan bahan
kirma atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan *dekontaminasi  terhadap
orang’ adalah  lndakan vang  dilakukan  unruk
menghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zat
pada permukazn badan manusia,

Hurui b
Cukup jelas.

Huruafl ¢
Yang dimaksud cengan “disinfeksi  terhadap  Alat
Angkut dan Barang® adalah tindakan yang dilakukan
untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyadkit
Pada dinding artau permukaan Alat Angkul, howan,
kargn, peti kemas, barang baeang, dan pakel pos,

SECATE prmaparan langsung dengan bahan Kimia atau
bithan fizika.

Yang .. .
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Yang dimaksud dengan "dekonfaminasi  terhadan Alag
Anpkut dan Barang™ adalah tindakan yang dilakukan
untuk menghilangkan bibit penyakit atau  bahan
beracun atanl zal pada hewan, di dalam atau pada
produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya,
rermasuk Alat Angkul yang dapat menimbulkan risiko
bagl keschalan masyvarakat.
Yang dimaksud dengan “disinseksi terhadap  Alat
Angkut dun Barang” adalah tindakan yang dilakukan
untuk  mengendalikan  atau membuanuh velctor
scrangpa yang menyebabkan penvakit pada manusia,
vang terdapat dalam buagasi, karpo, peti kemas, Alat
Angkut, barang-barang, dan paket pos.
Yang dimaksud dengan “deratisusi terhadap  Alat
Angkut dan Barang” adalah tindaken yang diambil
untuk mengendalikan atan membasou vektor-vektor
rodent penyakit yang terdapatl di dalam bagasi, kargo,
petl kemas, Alat Angkut, fasilitas-fasilitas, barang-
barang, dan paket pos di Pintu Masuk.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “penyehatan” adalab upaya
pencegahan penurunan dan/ateu upaya peningkatan
kualitas media  hngkungan. Penyehatan  dilakuokan
lerhadap media lingkunpan berupa air, udara, tanah,
pangan, seplda s#drana fdan bangunan  melalud
pongawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas.
Yang dimaksud dengen “penpgamanan” adalah upaya
pelindunpgan  terhadap  kesehatan masyarakat  daci
faktor risike kesehatan atau gangguan  kesehatan.
Penpgatnanan  dilakukan  terhadap  limbah  bahan

bertrahaya dan beracun serta radicaktif melalui antara
lain dekontaminasi,

Yang . ..
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Yang dimaksud denpgan “penpendalian® aclalah upava
untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko
penvakit dan/fatauw gangeuan kesehatan. Pepngendalian
dilakuken terhadap vektor dan binatang  penular
penyakit melalui antara win disinfeksi, disinscksi, dan
deratisasi.

Aval (3]

Cukup jelas.

Ayat (4]

Pasal 16

Cukup jclas.

Aval [1)

Cukup jelas.

Ayul (2]

Cukup jelas.

Ayat (3]

Yang dimaksud dengan *tindakan Kekarantinaan Kesehatan
tertentl” antara lain fumigasi Kapal atau Pesawal Udara,
hapus serangga Kapal atau Pesawat Udara di luar situasi
Kedaruratan Kesehatan Masyaraksl,

Avat (4

Cukup jelas,

Ayal [3)

Pazal t7

Yang dimaksud dengan “pihak vang terkait™ antara ain
badan yang bertanggung jawal di bidang pengawasan tenaga
nukhr dalam  pelakssngan  tindaken  Kckarantinsan
Keschatan  terhadap  orang  vang  Terpapar  danfatau
terkontaminasi zat radioalktif.

Cubkup jelas.

Fazal 18 ...
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Avyab (1)

Yang dimaksud dengan “tempat artauw lokasi™ adalab wilaysh
apieenier  danfatau wilayah  terdampak Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.

Aval [2)

Cukup jelas.

Avat 3

Yang dimalisud denpan *area” adalah tempat artau lokast
vang dapat berupa wilayah rukon tetangga (RT) atau rukun
warga  {EW), kelurahan, kecamatan, kabupaten,kota,
provinsi, aleuw wilayah lainnya yang ditentukan berdasarkan
hasil  penyclidikan  epidemivlogi  dan/atat  pengujisn
laboratoriung.

Pasal 19

Cukup jelas,

Pasal 20

Cukup jelas.

Fagal 21

Cukup jelas.

Pagal 27

Cukup jelas,

Pasal 23

Cukup jclas.

Pasal 24

Cukup jclas.

Pazal 25 . _ .
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Cukup jelas.

Pasal 2R

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Puasal 28

Cukup jelas,

Paual 29

Cukup jclas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pazal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup julas,

Pasal 33

Culgup jelas.

Paxal 349

Culap jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.
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Pasal 35
Cukup jelas.

Pazal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat {3)

Awak, Personel, dan/ataw penumpang yang Terpapar
misalnya untuk Pesawat Udara 3 (riga) baris ke depan dan 3
[tiza} baris ke belakang dart baris atau tempat dudulk OCAE

vang lerdugs (suspect) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Avar {3

Yang dimaksud dengan “kartu  kewaspadaan keschatan
[realth alert cord)” adalah kartu vang diberikan kepada

pelabu pemalanan dengan tujuan untuk mempermudah
pelacakan kasus penyakil {ceses contaet trucing.

Ayat (3}
Culkup jelas.

Pazadl 39
Avat [ L}

Huraif z

Yang dimaksud dengan  “penapizan”  (screeming)
adalah deteksi dini dan suatu penvakit atau usaha
untuk  tnengidentifikasi  penyakit  terhadap  ada
tidaknyna kelainan klinis melalui perneriksaan stau

prosedur  lertentu vang menghasilkan  kesimpulan
klimis.

Humi b . ..
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Humif b

Cukup jelas,
Huruic

Cukup jelas.
Hurul d

Cukup jclas.

Asat (4

Cukup relas.

Puszal 40
Culaup jelas.

Pagal 41
Cultup jelas,

Pasal 42
Avat [1]
Cukup jelas.
Ayar |2

Yang dimaksud dengan "Pejabat Karantina Keschatan® dalam
ketentuan ini adalah Pejabat Karantina Keschatan yang

berprofesi sebagal dokter.
Avat (3]

Yang dimaksud denyan "apen pelayaran”™ adalah perusahaan
angkutan |laul atau perusaibaan  wvang  didirikan untuk

metakukan usaha keagenan Kapal

FPasal 4
Cukup jelas.

Faxal 44

Yang dimaksud dengan “pihak yang ferkait® antara lain bea cukad,
imigrasi, karantina pertanian, karantina ikan, oloritas pintu
masuk, pthak keamanan, dan pibak laimnmyva Ji Juar Pintu Masuk,

Pasal 45 . _ .



Fazal 45
Cukup jclas

Pazal 46
Cukup jelag.

Faaal 47
Cukup jelas,

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal o1

Culkup jclas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Culap jelas.

Pasal 53
Cukup jelas,

x
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Pasal 26
Cukup jelas.

Pazal 57
Cukup jelas,

Pasal 28
Cukup jelas.

Fasal 59
Cukup jelas,

Faszal A
Cukup jelas.

Pasal A1
Cukup jelas.

Pasal &4
Cukup jclas,

Pazal &3
Cukup j=las,

Pasal &4
Cukup jelas.

Pasal &5
Cukup jelas.

Fasal 66,
Cukup jelas.

Pasal 67 . ..



Fasal &7

Cukup jclas,

Pasal 68

KU jelas,

Puasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jetas.

Pasal 71

Cukup jclas.

Pasal 72

Cukup jelas,

Fasal 73

Cokups jelas,

Pasal 74

Cukup jelas,

Pasal ¥5

Cukup jelas.

Fasal 7&

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelax,

7
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Pasal 78
Cukug jelas.

Pasal 79
Yarg dimaksud dengan "mformasi Kekarantinaan Kesehatan™
adalah  informast  tentung  penyelengparaan Kekarantinaan
Kesehalan, antara lain mengenar norma, standar, pedoman dan
peraturan  kelkarantinean, loformasi situasi ponyakit  global,
regional, dan nasional, tndakan penvebatan, rumah  sakit
rujukan, inatansi  Kekorantinean Keschatan yang dapat

melakyukan Lindakan penychatlan, dan Dokumen Karantina
Kesehatan,

Pasal S0
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jclas.

Faszal 82
Cukup jelas,

Fasal 53
Cukup jclas.

Fasal 84
Cukup jelas.

Faszat 55
Cukup jelas.

Fazal B6
Culup jelas.

Fa=zal BT . ..
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Fasal 87
Cukup jelas,

Fasal 85
Cukup jclas.

Pasal 84
Culoup jelas.

Fazal 20
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Paaal 592
Cukup jelas,

Pazal 43
Cukup jelas,

Pasal 24
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “korporasi® adalah kumpulan orang
danjfalan kekayaan vang terorganisasi, baik merupakan

badan bhulkum maupun hukan badan hukum.
Avat 2]

Cukup jelas.
Ayad {3}

Hunil &

Personcl pengendali korporasi terdivi alas setiap arang
vang memiliki kekuasaan atan wowecnang sebagai
penentu kebijakan  korporasi aslaw memiliki
kewenangan untuk melakukan kebjakan korporasi

tersebut  tanpa  harus mendapal  otorisasi dard
AtasanTiyA,

Hurut b, .
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Huruf b
Cukup joias.
Hurul ¢
Cukup jelas,
Hurul d
Cukup jelas.
Ayal (4]
Cukup jelas.
Ayat [5]
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 0%
Cultup jelas,

Pasal 97
Cukup jelas.

Fasal 98
Cukup jclas.
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